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PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER
PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
PT. GAYA ABADI SEMPURNA SEBAGAI PENGGANTI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Nomor: 11

-Pada hari ini Jumat, tertanggal dua puluh satu Juni dua ribu
sembilan belas (21-06-2019). -==-======m=cmmmmmm e
-Pukul 11.30 WIB (Sebelas Lebih Tiga Puluh Menit Waktu
Indonesia Barat).-----========-ccmm o
Berhadapan dengan saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini . -=--=-======--euuuu-
- Tuan EDI HANAFIAH KWANTO, lahir di Palembang, pada
tanggal dua puluh satu April seribu sembilan ratus delapan
puluh lima (21-04-1985) Warga Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Provinsi Banten, Kampung Cikoneng
Baru, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan
Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, pemegang
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3671022104850006. ----
-untuk sementara berada di Jakarta. ----------====--=mmmmeeaeun-
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai
Direktur Utama Perseroan Terbatas yang akan disebut di
bawah ini dan kuasa yang dimuat dalam PERNYATAAN

KEPUTUSAN SIRKULER yang dibuat secara di bawah tangan
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tertanggal sembilan belas Juni dua ribu sembilan belas
(19-06-2019) bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada
minuta akta, karenanya mewakili Direksi Perseroan Terbatas
PT. GAYA ABADI SEMPURNA, suatu Perseroan Terbatas
berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang Anggaran
Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal dua puluh
enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
(26-12-1996) Nomor 155, yang dibuat dihadapan SOEKAIMI,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah
memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya
tertanggal enam belas Oktober seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan (16-10-1998) ---------==----mmmmmmommm
Nomor : C2-20.570.HT.01.01-TH.98, dan akta mana telah
diubah dengan akta-akta dibawah ini : ------==-===---mmmmmmuu
1. Akta tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu lima belas
(25-01-2005), Nomor 12, yang dibuat dihadapan Haji
FEBY HIDAYATS, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, akta
mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh
belas Februari dua ribu enam (17-02-2006), ---------------
Nomor : C-04585.HT.01.04.TH.2006. ------=-====---=-=-----
2. Akta tertanggal sepuluh November dua ribu delapan
(10-11-2008), Nomor 04, yang dibuat di hadapan HERNY

SUGIARTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris



di Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal enam Maret dua ribu sembilan
(06-03-2009), ======m=m=mmmm oo oo o e e e
Nomor : AHU-06609.AH.01.02.Tahun 2009. ---------------
Akta tertanggal dua puluh dua Juni dua ribu sembilan
(22-06-2009), Nomor 28, yang dibuat oleh NETTY MARIA
MACHDAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
Perubahan Data Perseroan akta mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal tujuh belas Desember dua
ribu sembilan (17-12-2009), -----===========mmmmmmmmm oo

Nomor : AHU-AH.01.10-23005. ----==========-mmmmmmmmomoem
Akta tertanggal delapan belas Agustus dua ribu lima
belas (18-08-2015), Nomor 16, yang dibuat oleh MERRY
SUSANTI SIARIL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
Barat, yang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal delapan
belas Agustus dua ribu lima belas (18-08-2015), ---------
Nomor : AH-AH.01.03-0957408. ------==========mmmmmmmmm e
Akta tertanggal tiga belas Juni dua ribu enam belas

(13-06-2016), Nomor 323, yang dibuat oleh DYNA



MARDIANA, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Tangerang Selatan, yang
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistemm Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal empat belas Juni dua ribu
enam belas (14-06-2016), -=----============mmmmmmmm oo
Nomor : AH-AH.01.03-0057099. ------=-======-mmmmmmmmoe

Akta tertanggal empat belas Desember dua ribu delapan
belas (14-12-2018), Nomor 120, yang dibuat oleh SATRIA
AMIPUTRA AMIMAKMUR, Sarjana Ekonomi, Akuntan,
Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal delapan belas Desember
dua ribu delapan belas (18-12-2018), --------==----------
Nomor : AH-AH.01.03-0276934. ------=--=---=---c-mcoouu-
Akta tertanggal dua puluh Desember dua ribu delapan
belas (20-12-2018), Nomor 154, yang dibuat oleh SATRIA
AMIPUTRA AMIMAKMUR, Sarjana Ekonomi, Akuntan,
Sarjana Hukum, Magister Akuntansi, Magister Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mana telah diterima

dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan



Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal dua puluh Desember dua
ribu delapan belas (20-12-2018), ---------======---mmmum-
Nomor : AH-AH.01.03-0277948. ------==-----mmmmmmmmmmeeee
Risalah Rapat tertanggal sepuluh April dua ribu sembilan
belas (10-04-2019) Nomor 40, yang dibuat oleh SATRIA
AMIPUTRA AMIMAKMUR, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah
memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam
Surat Keputusannya tertanggal dua puluh dua April dua
ribu sembilan belas (22-04-2019) -----=========mmmmmmmmmmmee
Nomor : AHU-0021658.AH.01.02.TAHUN 2019, vyang
Perubahan Anggaran Dasar mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal dua puluh dua April dua
ribu sembilan belas (22-04-2019), -------------------u---
Nomor : AHU-AH.01.03-0213138. -------=--==--=------mu--
Terakhir diubah dalam Risalah Rapat tertanggal tujuh
belas Mei dua ribu sembilan belas (17-05-2019),
Nomor 110, yang dibuat oleh SATRIA AMIPUTRA
AMIMAKMUR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat



Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Mei dua ribu
sembilan belas (23-05-2019), ------===-----mmmmmmmoeo
Nomor : AHU-0028253.AH.01.02.TAHUN 2019, vyang
Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, tertanggal dua puluh tiga Mei dua ribu
sembilan belas (23-05-2019), ------=====--m-mmmmmmmmoe-

Nomor : AHU-AH.01.03-0274812. --------------------------

- (untuk selanjutnya disebut PERSEROAN). ---------------omcmumm
-Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:---
-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tertanggal
sembilan belas Juni dua ribu sembilan belas (19-06-2019)
seluruh Pemegang Saham Perseroan pada saat itu telah
mengambil Keputusan diluar rapat yang dimuat dalam
Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang dibuat
secara di bawah tangan, bermaterai cukup, yang aslinya
dilekatkan pada minuta akta ini yang ditandatangani oleh : ---
1. Tuan TJOA KING HOA, lahir di Kayuagung, pada tanggal

sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh

delapan (19-10-1958) Warga Negara Indonesia, swasta,

bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, Jalan Janur Elok 7 Blok Q I-2 Nomor 1, Rukun

Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa Gading




Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara,
pemegang Nomor Induk Kependudukan -------------------
(NIK) : 3173051910580004. ----===========mmmmmm oo e e e
-dalam hal tersebut bertindak : -------=-==-=--ccccmcomcmeo
-selaku pemilik/pemegang 75.000.000 (tujuh puluh lima
juta) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal
sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima
puluh juta Rupiah) dari seluruh saham dengan hak suara
sah yang telah dikeluarkan Perseroan. ---------===----comuu--
Tuan EDI HANAFIAH KWANTO, lahir di Palembang, pada
tanggal dua puluh satu April seribu sembilan ratus delapan
puluh lima (21-04-1985) Warga Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Provinsi Banten, KP Cikoneng Baru,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan
Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang,
pemegang Nomor Induk Kependudukan --------------------
(NIK) : 3671022104850006. ----===========mmmmmmmmmm oo
-dalam hal tersebut bertindak : -------=--=------ccoocooo-
-dalam jabatannya selaku Direktur karenanya mewakili
Direksi, dari Perseroan yang akan disebutkan dibawah ini
dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
Perseroan Terbatas PT. SELIS INVESTAMA INDONESIA
berkedudukan di Jakarta Utara, yang Anggaran Dasarnya
dimuat di dalam Akta Pendirian tertanggal enam Desember
dua ribu delapan belas (06-12-2018), yang dibuat di

hadapan RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di



Jakarata, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tertanggal tujuh Desember dua ribu delapan belas
(07-12-2018), ===========mmmm e eeeee e ee e
Nomor : AHU-0058552.AH.01.01.TAHUN 2018. -------=-----
-selaku pemilik/pemegang 1.425.000.000 (satu miliar
empat ratus dua puluh lima juta) lembar saham dalam
Perseroan dengan nilai nominal sebesar
Rp. 71.250.000.000,- (tujuh puluh satu miliar dua ratus
lima puluh juta Rupiah) dari seluruh saham dengan hak
suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan. --------------
-untuk selanjutnya disebut "PARA PEMEGANG SAHAM" ,------
-Bahwa seluruhnya mewakili 1.500.000.000 (satu miliar lima
ratus juta) saham merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan. -----=====-==-mommmmmmm oo
-Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Pemegang
Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar
Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua
Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis
dengan menandatangani usul yang bersangkutan.----------------
-Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang
Saham Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal
sembilan belas Juni dua ribu sembilan belas (19-06-2019)
tersebut penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan

keputusan yang telah diambil dalam Pernyataan Keputusan



Sirkuler Pemegang Saham tersebut dalam satu akta yang dibuat

dihadapan saya, Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh

penghadap dalam akta ini : --------=-=-=-=-=----mmmmmmm o

L.

IT1.

I1I.

IV.

Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula
Perseroan Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan
Terbuka/Publik sehingga selanjutnya nama Perseroan
menjadi Perseroan Terbatas : -------==--===---mommmmmmmmeome
“"PT. GAYA ABADI SEMPURNA Tbk". ---------------mmuuu
Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan
Penawaran Umum Saham-Saham Perdana Perseroan
(Initial Public Offering) kepada masyarakat; ---------------
Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan
pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek
Indonesia (BEI) serta menyetujui untuk mendaftarkan
seluruh saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif
sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia
setelah dilaksanakannya Penawaran Umum;----------------
Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada mereka
sehubungan dengan tugas pengurusan dan pengawasan
yang dilakukan dalam Perseroan sepanjang tercermin
dalam pembukuan Perseroan; ----------=------mmmmmmmmmme
-Menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan yang baru, termasuk menetapkan



Komisaris Independen, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang
diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh

lima), dengan susunan sebagai berikut :--------------------

DIREKSI : ------ oo oo oo oo oo e e e e e e e e
- Direktur Utama --------- : Tuan EDI HANAFIAH KWANTO --
- Direktur --=-=-==-==-c---- :  Tuan WILSON ----=====-=ccmcneu--
- Direktur ----=--====-n---- :  Tuan WILSON ----=====-=mcmonemm-

DEWAN KOMISARIS : -------mmmmmmmmmmmmmmm oo oo

V.

VI.

Komisaris Utama ------- : Tuan TJOA KING HOA -----------

Komisaris Independen :  Tuan HADI AVILLA TAMZIL -----

Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau
portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya
500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan masing-
masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh
Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “Saham Baru”)
untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran
Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-
peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia. ---------
Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk menyatakan dalam akta tersendiri mengenai

kepastian jumlah saham yang ditempat kan dan disetor

10



VII.

sebagai hasil IPO. ---======-=—mm e
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh
dengan Hak Substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang
diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam
Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini,
termasuk tetapi tidak terbatas pada : ----------------------
1. Membuat dan menandatangani prospektus ringkas,
prospektus dan dokumen-dokumen lain yang
diperlukan dalam proses Initial Public Offering
sebagaimana di persyaratkan oleh ketentuan
perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi
tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar
Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia ; ---
2. Mengumumkan Prospektus Ringkas, prospektus
dan/atau dokumen-dokumen lain yang
dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan
yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada
peraturan-peraturan Pasar Modal dan Peraturan
Bursa Efek Indonesia dalam surat kabar; ------------
3. Membuat dan menandatangani Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham, dan beserta Addendum-
Addendum Perjanjiannya masing dalam Rangka

Penawaran Umum dan perjanjian lainnya yang

11



diperlukan, sehubungan dengan rencana Perseroan
untuk melakukan Initial Public Offering sebagaimana
dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan
yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada
peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau
Peraturan Bursa Efek Indonesia; ---------------------
Menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi
tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris,
Akuntan Publik, dan Penjamin Emisi Efek);-----------
Menunjuk Biro Administrasi Efek;-----------=--=------
Membuat, menandatangani dan menyampaikan
Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-
dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dan PT. Bursa Efek Indonesia

Memberikan segala informasi dan data-data yang
dibutuhkan dan diminta oleh instansi-instansi terkait
sehubungan dengan rencana Perseroan untuk
melakukan Initial Public Offering;----------==---=-----
Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau
menandatangani pernyataan, surat, perjanjian
dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan
dengan rencana perseroan untuk melakukan Initial
Public Offering;--==--=========—= e
Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan

instansi-instansi yang berwenang sehubungan

12



dengan rencana perseroan untuk melakukan Initial
Public Offering, seluruhnya tanpa ada yang
dikecualikan sebagaimana diisyaratkan dalam
perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi
tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau
Peraturan Bursa Efek Indonesia;----------------------
10. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran
Umum, termasuk namun tidak terbatas untuk
meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik
secara langsung maupun tidak langsung di anak-
anak perusahaan Perseroan; ---------========--mmummm-
11. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam
Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan yang
berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral
Efek Indonesia;-------===========mmmmmmmm oo
12. Mencatatkan saham-saham Perseroan yang
merupakan saham vyang telah dikeluarkan dan
disetor penuh kepada Bursa Efek Indonesia (BEI)
dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia,
termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;----------
13. Mempunyai wewenang untuk menentukan harga

penawaran UmuUM; ===================mmm oo oo

VIII. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan

13



Terbuka/Publik antara lain untuk disesuaikan dengan
Peraturan No : IX.]J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran
Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor : 32/P0OJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah
melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/P0OJK.04/2014
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/P0OJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik, serta Peraturan Nomor IX.]J.1 tentang Pokok-pokok
Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan
sehubungan dengan hal itu memberikan kuasa kepada
Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan
tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk
meminta persetujuan dan/atau memberitahukan
perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.--------
-Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka untuk selanjutnya

Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi
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1. Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas------------------
“PT. GAYA ABADI SEMPURNA Tbk"” berkedudukan di
Kabupaten Tangerang, (selanjutnya dalam Anggaran Dasar
ini cukup disingkat dengan "“Perseroan”). ----------------nu--

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan

persetujuan dari Dewan Komisaris. -------=-=-=-=-=-=-=-------

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam
bidang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. ------==------ccommcce-

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut @ -=--=-===--- e

a. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang
perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah
tangga, mencakup usaha perdagangan besar peralatan
dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabotan
rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan

memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik

15



konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar
Compact Disc (CD) dan Digital Video Disc (DVD),
perlengkapan stereo, konsol video game: alat
penerangan, bermacam peralatan makan minum
porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu
peralatan dari kayu, baramg ayaman dan barang dari
gabus, wallpaper, karpet dan sebagainya; --------------
Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang
perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-
anak, mencakup usaha perdagangan besar berbagai
alat permainan dan mainan anak-anak; -----------------
Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang
perdagangan besar suku cadang elektronik, mencakup
usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik,
peralatan semi konduktur, mikrochip, Integrated Circuit
(IC) dan Printed Circuit Board (PCB); -----------===------
Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang
perdagangan besar peralatan telekomunikasi,
mencakup usaha perdagangan besar peralatan
telekomunikasi;----=============mmmmmmm e
Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang
perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku
cadang dan perlengkapannya, mencakup usaha
perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor
kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti

mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu
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dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan
untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan
mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk
perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin
lain yang tidak termasuk dalam lainnya untuk
keperluan indsutri, perdagangan dan navigasi serta
jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer
untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang
dikendalikan komputer;--==============-mm oo
f. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang
perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan
lainnya, mencakup usaha perdagangan besar mesin
dan peralatan serta perlengkapan yang belum
diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan
46594, seperti perdagangan besar furniture kantor,
kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk
keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan
untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang
dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan

pengukuran, -----==-=-==-=--m-mmmm oo

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 300.000.000.000,-
(tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 6.000.000.000
(enam miliar) saham masing-masing saham bernilai

nominal sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah). -------------
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Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah
1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 75.000.000.000,-
(tujuh puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang
saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian
serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian
akhir akta ini. ==--=====c-- oo
Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk
uang dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam
bentuk lain selain uang baik berupa berwujud maupun
tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut : -=-=-======-=mmm oo
a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud

wajib  diumumkan kepada publik pada saat

pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut. ----
b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib

dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun

c. Memperoleh  persetujuan RUPS (Rapat Umum
Pemegang Saham) dengan kuorum sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -----===-=---mmmmmm e

d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal

dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang dicatat
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di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan
berdasarkan nilai pasar yang wajar. ---------=-=---------
. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau
unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham,
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan
Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh
Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----------
Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui
Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah
maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada
masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham
yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum
tersebut. --------------mmmm e
Saham-saham yang masih dalam simpanan akan
dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum
Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan
harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak
di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut
dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran

Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang
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Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -------------
. Direksi harus mengumumkan keputusan serta
pengeluaran saham tersebut dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi,
yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik
Indonesia dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.------------
. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum
terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau
waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis
tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari RUPS, telah menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada
Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “0JK"),
Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya
kepada OJK tersebut telah menjadi efektif dengan
persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan
ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini, dan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat

dimana saham Perseroan dicatatkan. --------------------

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek

bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek

yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang

mengandung hak untuk memperoleh saham dari
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Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut : ---==-----mmm o
a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek
bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan,
maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan
Hak Memesan Efek terlebih dahulu (selanjutnya disebut
"HMETD"”) kepada pemegang saham yang namanya
terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan
pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui
pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang
sebanding dengan jumlah saham yang terdaftar dalam
daftar pemegang saham Perseroan atas nama
pemegang saham masing-masing pada tanggal
tersebut, dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu
sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan
keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham
baru tersebut. -----=------=------mmmm e
b. Pengeluaran efek bersifat Ekuitas tanpa memberikan
HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan
dalam hal Penjual saham. -----------—---mmmmmmmmmm
1).Ditujukan kepada karyawan Perseroan. --------------
2).Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain
yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah
dikeluarkan dengan persetujuan RUPS. --------------
3).Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau

restrukturisasi  yang telah disetujui oleh RUPS
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dan/atau. --------------
4).Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar

Modal yang memperolehkan penambahan modal

tanpa HMETD. --------------mmmmmmmmmmm oo
. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru
tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10%
(sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu
diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang
lebih besar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan yang berlaku. ----=-========-mmmmmmm oo
. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/P0OJK.04/2015 tanggal dua puluh lima Desember
dua ribu lima belas (25-12-2015) tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan perubahan
dan/atau penambahannya dikemudian hari. ------------
. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh
Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD
harus dialokasikan kepada semua pemegang saham
yang memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan
ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang
dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang
akan dikeluarkan, efek yang bersifat ekuitas yang tidak

diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan
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jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing
pemegang saham yang memesan tambahan efek
bersifat ekuitas. -------=--=-=----c-mommm
Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas
yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham
sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, maka
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas
tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang
bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan
syarat-syarat yang sama. ------=-=-=--=--mmmmmmmm oo
. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham,
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS
Perseroan terdahulu yang telah menyetujui
pengeluaran Efek tersebut. —---------==---mmmmmmmmmmoo
. Penambahan modal disetor manjadi efektif setelah
terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. ------=-=-=--------
Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka
waktu sebagaimana diatur di dalam peraturan

perundang undangan di bidang Pasar Modal atau diatur
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dengan pengecualian yang mungkin  diterima
Perseroan. -----===--==-------mm oo

6. Penambahan Modal Dasar Perseroan. --------=======-m--u---
a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Perubahan
Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar
harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia. -=============-m oo

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan

SEPANJANQ @ ~====== === mmmmmmm oo oo mom o

(i). Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk
menambah modal dasar. -----======---ccceommemom-
(ii). Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia. --=-==========--c-commomaom
(iii). Penambahan modal ditempatkan dan disetor
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh
lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia. --=---============--m-m oo
(iv).Dalam hal penambahan modal disetor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b.
(iii) Anggaran Dasar tidak dipenuhi sepenuhnya,

maka Perseroan harus mengubah kembali
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Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan
modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat
1 dan ayat 2 UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua)
bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat
6.b. (iii) Anggaran Dasar. -----==========---mmmmmmme
(v). Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat 6.b).(i) Anggaran Dasar termasuk
juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

6.b).(iv) Anggaran Dasar. --------=====-=-=--c-o-u--

c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya
modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh
lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak
yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban
Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan
Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan

penambahan modal disetor tersebut. --------------------

7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang
telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan

Pasal Modal. --------=-====-=---—mmomomm

25



Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama. -----======== o
Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai
nominal atau tanpa nilai nominal. -----------=----cmcmmueum-
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal. ----========mmmm e e eeee
Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan
hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. ---------------
Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-
sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis
seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain
sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau
diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak
yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. ----------
Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak
berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan
pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. ------
Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang
diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.--------=--====----cuu-
Untuk saham Perseroan yang dicatatakan pada Bursa Efek

Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia
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10.

11.

12.

tempat saham Perseroan dicatatkan. ------------------oo---
Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan,
maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham
berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada
pemegang sahamnya. ----==========m -
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
pemegang saham. -------=---m -
Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang
pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara
perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal
saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai
nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama
memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham
dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai
nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama
dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang
berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum
atas saham tersebut. ------------------o-e
Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban
untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam
daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah
saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para

pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang
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13.

14,

dianggap perlu. -=-=========m=m o= oo
Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada
Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat
atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian  atau Bank  Kustodian  yang
ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota
Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama
dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut
dicetak langsung pada konfirmasi tertulis. ------------------
Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk
saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-
kurangnya harus mencantumkan : ----------======--mmmummn-
a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan

Penitipan Kolektif yang bersangkutan; ------------------
b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; ---------------
c. Jumlah saham vyang tercakup dalam konfirmasi

tertulis; --------==—mmm s
d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalan

konfirmasi tertulis; --------==-----==--
e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan

Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan

dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang
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15.

16.

17.

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk

pengubahan konfirmasi tertulis. ----------===----cccuu---
Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan
yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan
perundang-undangan.-----=========mmmm oo
Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di
Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT di Republik
Indonesia. ==-=========mmmm e oo
a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk : ----
(i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;----
(i) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan

hasil likuidasi; -------========—=m oo
(iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. ---------
b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham

dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama

pemiliknya. --========== e
c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak berlaku

bagi klasifikasi saham  tertentu sebagaimana

ditetapkan dalam UUPT. ---=----=----mmmmmmmmmme oo

d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak
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a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan
Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan
bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat
kolektif saham kepada pemegang sahamnya. ----------

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan
Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan
serifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga
Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti
pencatatan dalam buku daftar pemegang saham
Perseroan.------======-=--—---mm oo

Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama

pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham

Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di

Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan

dicatatkan. -----=-===-=---mmm oo

Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham

yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau

lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang

Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :------
a. nama dan alamat pemegang saham;-------==-==--------
b. nomor surat saham;--------=-=====-=-mmmmmmm oo

c. nilai nominal saham;-----------=------------cccomco--
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d. tanggal pengeluaran surat saham.-------------------mun-
Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus
dicantumkan :----====mmmm oo o e e
a. nama dan alamat pemegang saham;----------===-------
b. nomor surat kolektif sasham;-----------------—--coceu-
c. nilai nominal saham;------------—————=-mmmmmmmm -
d. Tanggal pengeluaran surat kolektif sasham;-------------
Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan atau efek
lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus
memuat tandatangan-tandatangan dari Direktur Utama
bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila
Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama
bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan
Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris
Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga maka salah seorang Direktur
bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan
Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung
pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan atau
obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang
dapat dikonversikan menjadi saham, dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat mana

saham-saham Perseroan dicatatkan.------------------------
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Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang
pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara
perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal
saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai
nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama
memiliki nilai nominal 1 (satu) nominal saham dari
klasifikasi tersebut.--=-=========-c--mommm oo
Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut
harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang
lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk
atau  diberi kuasa itu sajalah  yang berhak
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas
saham tersebut.----=======-m-mm oo e
Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat
dijaminkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penjaminan saham,
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan

peraturan lain yang berlaku.--------------------c-cocooo

Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham
tersebut dapat dilakukan jika : ----==---=------mmmo
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian

saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan. -----

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. --
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Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak
setelah memberikan penggantian surat saham. ------------
Dalam hal saham hilang, pengganti surat saham tersebut
dapat dilakukan jika : -==--=======mm -
a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham adalah pemilik surat saham tersebut. -----------
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat
saham tersebut. ----------------------mommo
c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham memberikan jaminan yang dipandang cukup
oleh Direksi Perseroan; dan. ---=---======----mmmmmmcmuuo-
d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang
hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14
(empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti
surat saham. ------=-----mmm o
Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, ayat

2 dan ayat 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif

Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi
terhadap Perseroan. -----=--==-=—=-mm oo
Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang

saham yang berkepentingan. ---------=-=-=-=------mmcmooom-
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7. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang
yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia
ditempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan
tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di
Republik Indonesia di tempat saham Perseroan
dicatatkan. -==-====-=-mmm oo

---- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS ----

1. Direksi atau kuasa vyang ditunjuk olehnya wajib
mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di
tempat kedudukan Perseroan. -------===-===m-mmmmmmmmmmmo o

2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat: ----

a. nama dan alamat para pemegang saham; ----------

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham
atau surat kolektif saham yang dimiliki para
pemegang saham; -------=-=-==-=-mmmmmmmmm e

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ---------------

d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang
mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan
fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai
dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham

tersebut; ------------mmmmm oo
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e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain

selain uang; -----=====-==m=mmmmm oo
f. perubahan kepemilikan saham; ------------------------
g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi

dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-

------------------------------ PASAL 9 ------------mmmm oo
1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar
Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada
Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dicatat atas
nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang
bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening
pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa
Dana terbentuk dari suatu Kontrak investasi kolektif dan
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan
mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang

Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan
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pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk
kontrak investasi kolektif tersebut. ---------------c--coco---
Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan
Kolektif yang terdaftar atas nhama Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana
dalam bentuk kontrak investasi koleltif dalam buku daftar
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak
yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan
mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.------------
Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang
atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi
dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang
cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai
pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar
hilang dan musnah. --------====--—mmmm oo
Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang
atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi
dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang
cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai
pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar

hilang dan musnah. -----------=---------—-momom -

36



10.

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan,
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan
atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. ------------
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi
kepada pemegang rekening sebagai tanda Dbukti
pencatatan dalam rekening Efek. -------=------mmmmmmmmmomo-
Pemegang rekening vyang efeknya tercatat dalam
Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan
suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham
yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut. ------------
Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan
suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat
sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau
Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan
Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam
peraturan yang Dberlaku di Pasar Modal wajib
menyampaikan Daftar nama pemegang rekening efek
kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar
Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
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11.

12.

13.

Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib
menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah
saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing
pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan
Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS. -------===mmmm oo e
Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara
dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. ------
Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham
bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan
kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-

masing pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan
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Perusahaan Efek tersebut. ----------------c-ccmcocc
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada
Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian. --------=====---mmmmmmmmuo-
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang
berhak untuk memperoleh deviden, saham bonus, atau
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham
dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan
ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh
masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang
saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham
bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang
saham yang berhak untuk memperoleh deviden, saham
bonus, atau hak-hak lainnya tersebut. ----------------cco---

--------------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ----------——--
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Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham,
pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai
pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin
pihak yang berwenang peraturan perundang-undangan
serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat
saham Perseroan dicatat. -----====-====c-cmommmmmmoeme
Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan
dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas
nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas
nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham
yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas
saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang
berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. ---------===----ccoeu-—-
Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. --------------
Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan
hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam
Anggaran Dasar Perseroan ini tidak memenuhi atau
apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan

kepada Perseroan oleh Pihak yang berwenang atau hal
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lain yang disyaratkan oleh Pihak yang berwenang tidak
terpenuhi. =======--mcmm e
Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan
hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu
diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib
mengirimkan pemberitahuan menolakan kepada pihak
yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham
Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia,
setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus
sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang
berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan. -----------
Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian
seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang
menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut
hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana
sewaktu-waktu disyaratkan oleh direksi, dapat
mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan
sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat
dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti
hak itu tanpa mengurangi kententuan dalam Anggaran
Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang
berlaku di bursa efek di Indonesia tempat saham
Perseroan dicatatkan. ------========--commmmm e
Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam

Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahan bukuan
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dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian,
dan Perusahaan Efek. ----==---==--mmmmmmmm e
Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini yang mengatur baik untuk
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap
setiap pemindahan hak menurut ayat 6 di atas. -----------
Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari
kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan
pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para
pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang

dimaksud. -=-=========-==-mm oo

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi. ---------
Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih
anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota Direksi
diangkat menjadi Direktur Utama, dengan memperhatikan
ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan yang
berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-
undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha
Perseroan. -------========---—-mmmm
Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat

diangkat dan selama menjabat : ------------------mmmomooen
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. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; ---

. Cakap melakukan perbuatan hukum; ---------=----------

. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan

selama menjabat : ----------------mmmmmmmm e

1).

2).

3).

Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau
Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan
dinyatakan pailit; --------===---mmmmm e
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau
yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan. ----
Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau
Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
a). Pernah tidak menyelenggarakan RUPS
Tahunan; —==--===-=--m e
b). Pertanggungjawabannya sebagai anggota
Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris
pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah
tidak memberikan pertanggung jawaban
sebagai anggota Direksi dan atau anggota
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----------
c). Pernah  menyebabkan perusahaan vyang
memperoleh izin, persetujuan atau
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan

tahunan dan atau laporan keuangan kepada
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Otoritas Jasa Keuangan. -------=--======—-——-—-—-

4). Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan; dan -------========--=cmmmmmo-

5). Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang

yang dibutuhkan Perseroan. --------=-==-==-===-------

Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 di
atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan
disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu
wajib diteliti, dan didokumentasikan oleh Perseroan. ------
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS  untuk
melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 3 di atas. ------------mmmm e
Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: -------
a. Anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan

publik lain; ==========mmm e oo eeeeee
b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga)

perusahaan publik lain; dan. ------==----=-ccmmmmmo
c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di

perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga

menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan

Komisaris. =--================-- oo
Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 di atas
hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan

Perundang-undangan lainnya. -----------==-=-=-----------—--
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10.

11.

12.

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh
RUPS, Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan
tertentu dan dapat diangkat kembali. -------------------mu-
Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu)
periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun,
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang
ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat
dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5
(lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka) kecuali
apabila ditentukan lain dalam RUPS. --------------mmmmeemmm
RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang
atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya
berakhir.  Pemberhentian demikian berlaku sejak
penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal
pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. -----------
Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi
sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 di atas maka
pemberhentian anggota Direksi tersebut harus
menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan
kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk
membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut
menghadiri Rapat yang bersangkutan. -----------=----------
Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan
menyampaikan permohonan secara tertulis kepada

Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS
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13.

14.

untuk memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat
permohonan pengunduran  diri. Perseroan  wajib
melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat
dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya
permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil
penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut di atas.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS
dalam jangka waktu tersebut di atas maka dengan
lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri
anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan
persetujuan RUPS,-----====- - -
Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan
membebaskannya. ---------==----mmmm
Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang
dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat

anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi
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15.

16.

17.

18.

persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. --------------
Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk
sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris
berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan
memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku. —-------==--=-=-mmmuuum-
RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan
seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari
jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS
dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk
mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota
Direksi baru. ============mmmmm oo e
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk
menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau
anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk
mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari
Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan
masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru
tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari direksi yang
masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan
lain dalam RUPS. --=-==---=--mmmmmm oo
Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir,
apabila anggota Direksi tersebut : ---------------cmmmmmuo
a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan

berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau. -------
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19.

20.

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-

undangan yang berlaku; atau. ----------------ommmmmu-
c. Meninggal dunia ; atau. -------========mmmmmm e
d. Diberhentikan karena keputusan RUPS. ----------------
Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena
sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota
Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus
diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal. ------=======-===mmmmmmmmmeou
Apabila jabatan Direksi Utama lowong dan selama masa
penggantinya belum diangkat atau belum memangku
jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk
oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai
Direktur Utama dam mempunyai wewenang serta
tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.
Dalam hal seluruh anggota lowong maka berlaku

ketentuan dalam Pasal 14 ayat 18 Anggaran Dasar ini. —--

--TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI -

------------------------ 7YY, VIR T J e —

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab
atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan
sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan
dalam Anggaran Dasar Perseroan ini. ------=-=====-=-=------

Dalam menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas
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pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas

- Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan
RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar; dan. --------

- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. —-=-=====c-=cmm e

- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota

Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali : ----------

(i). Dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan
karena kesalahan dan kelalaiannya; -----------------
(ii). Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik,
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan; ------=-====-mmmmmm e
(iii). Tidak mempunyai benturan kepetingan baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan ---
(iv).Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul

atau berlanjutnya kerugian tersebut. ----------------

3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan
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secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain
dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan,
baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,
akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----------
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang
Perseroan di bank bank). --===--=====--mmmmmmmmmm oo
b. Menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak
bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat
4 tersebut di bawah ini; --===---====--mmmm e
c. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan
penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa
mengurangi ijin yang berwenang; --------------=-------
d. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin  untuk
kepentingan Pihak lain/badan hukum lain; -------------
e. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan
dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima
puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan;
Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani

oleh Dewan Komisaris. -----=-==========-=----omomoouou——

4, Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak

termasuk melepaskan hak atas merek dan paten yang
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dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh
atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun
sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam
satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu
sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan
syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. --------=--=---cc---uu
Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : IX.E.2
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Utama harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan
dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor : IX.E.2 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha Utama. ---------------ocmmmuuu-
Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi, serta sah untuk mewakili
Perseroan. --------===--==---—---m-mmmm
Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu
dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Direksi dapat
diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya, serta

sah untuk mewakili Perseroan. -----------------------omo-—-
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10.

11.

Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak
untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk
bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus
memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut
diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu
untuk melakukan tindakan tindakan tertentu, dengan
tetap memperhatikan komposisi Direktur Utama dan
anggota Direksi yang memberikan kuasa tersebut
sebagaimana diatur dalam ayat 6 dan 7 Pasal ini. ---------
Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan
maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan
apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau
anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai
kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan
Perseroan; dalam hal terdapat keadaan benturan
kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka: ---
Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi
yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan
ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau
pemegang saham dengan kepentingan ekonomis
Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS

dengan syarat-syarat dan ketentuan seagaimana
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12.

dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan,
dengan memperhatikan peraturan Peraturan Badan
Pengawas Pasar Modal Nomor : IX.E.1 tentang Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu. -------=-====--==--cuuuuu

Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang
belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta

peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -------------

-------------------- RAPAT DIREKSI ------------m-mommmmmev

------------------------ PASAL 13 -----mmommmmmmm oo

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala
paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan; dan
Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama
Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu)
kali dalam 4 (empat) bulan. --------=---=--—mmm -
Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan
tahunan Perseroan. -----===-====-mmmmm oo
Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud
ayat 1 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun
buku dengan ketentuan sebagai berikut ; ------------------
(i). Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana

dimaksud pada ayat 1, bahan rapat disampaikan

kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum

rapat diselenggarakan. -----------=----m -

(ii).Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar
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jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud

pada ayat 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta

rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. --
Pemanggilan Rapat Direksi di luar jadwal dilakukan oleh
anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut
ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini. --------===-===-----
Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara
tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan
mendapat tanda terima atau dengan telegram atau
faksimile, yang ditegaskan dengan surat tercatat
pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota
Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender
sebelum Rapat tersebut diadakan. --------===--=---cccmcmuu-
Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat,
tanggal, waktu dan tempat Rapat. -------------=----comomuu-
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan
atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat mana
saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam Wilayah
Republik Indonesia. Apabila anggota Direksi hadir atau
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat. ----====-=mccrmeccccccmenm e e e e e
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk

menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan
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10.

11.

12.

kepada Pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi
yvang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat
mengetahui Rapat Direksi.----==========-—mmmmm oo
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain
berdasarkan surat kuasa. ------==========--c-mmmmmmooeoo
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau
diwakili dalam rapat. ---=--===--==- -
Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
dalam Rapat tersebut. -----------------mmmmm o
Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju
sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang
memutuskan dengan ketentuan sebagai berikut : ---------
a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)

suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang

diwakilinya. -=====-====ccccmcmmcmcmcccnacccccnnccc e e neaa
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan

cara apapun baik secara langsung maupun secara
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13.

14.

tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu
transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam
suatu Rapat Direksi maka anggota Direksi tersebut
tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara
mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi
menentukan lain, ------===-mm -
c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan
surat kuasa tertutup tanpa tandatangan sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain
tanpa keberatan dari yang hadir. --------===--=m-mmuo-
Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi harus
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir
dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi;
sedangkan Berita Acara Rapat (risalah rapat) bersama
antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris yang tidak menanda-tangani hasil rapat maka
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita
Acara Rapat (risalah rapat). -------==----=--mmmmm o
Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi yang dibuat

sesuai dengan ketentuan ayat 13 Pasal ini merupakan
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bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang
diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik
untuk para anggota Direksi maupun untuk Pihak ketiga. --
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang
sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi,
dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah
diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang
bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan
yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Direksi. -----=-=======-=----omomomommo o
16. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh
(seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana
media elektronik lainnya) apabila cara tersebut
memungkinkan semua peserta saling mendengar atau
melihat dan mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan
persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat
jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
17. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di
bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku. ----------------

------------------------ DEWAN KOMISARIS ----------------=---
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————————————————————————————— PASAL 14 --------------m oo
1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau
lebih anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai
berikut : -----=--c-m - eeee
(i). Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua)
orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu)
diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi
Komisaris Independen. —---========-mmmmmmmmmmmm o
(ii). Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2
(dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah
Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga
puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan
Komisaris. --=================mmmm oo
(iii). 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat
menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan
memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan
perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar
Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang

terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. ------------

2. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan
persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi
anggota Dewan Komisaris. ==============---cmmmmmmmmooo

3. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 2, Komisaris Independen wajib memenuhi

persyaratan sebagai berikut : ----------------mommm oo
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a. Bukan merupakan orang vyang Dbekerja atau
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau
mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu
6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan
kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau
pada periode berikutnya. ------====--====mmmmmmm e

b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak
langsung pada Perseroan. ------=========--mmmmmmmm oo

c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan
kegiatan usaha Perseroan. ------========m=-mmmmmmmmm oo

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS  untuk

melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-
udangan yang berlaku. ------====---—cmmmmmme

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan

publik lain dengan ketentuan sebagai berikut : ------------

a. Anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan
publik lain; ----=====-=—=m e

b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua)
perusahaan publik lain; -===---=======-—cmmm e

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap
jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap
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jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling
banyak 4 (empat) perusahaan publik lain; dan --------
d. Anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di
perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris. =======-========-=-----mmmmmmm oo
Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 5 di atas
hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan lainnya. ----===========--mmmmmmm oo
Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan
diberhentikan oleh RUPS, Anggota Dewan Komisaris

diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1
(satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun,
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang
ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan
berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah
tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila
ditentukan lain dalam RUPS. --------=------commommmmmmoo o
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1
(satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun,
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang
ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan

berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima)
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10.

setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali

apabila ditentukan lain dalam RUPS. --------==-----mmmuuumuu

(i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2
(dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali
pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris
Independen tersebut menyatakan dirinya tetap
Independen kepada RUPS. --------------mcmmumm

(iil) Pernyataan Independen Komisaris Independen
sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam
Laporan Tahunan. -----=======--mmmm e

(iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada
komite  Audit, Komisaris Independen  yang
bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada
Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan
Komite Audit berikutnya. ---------==-==--cmmmmmmm oo

Terhadap pihak yang diangkat sebagai Komisaris

Independen harus memenuhi persyaratan sebagai

a. Bukan merupakan orang vyang bekerja atau
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk
merencanakan memimpin, mengendalikan, atau
mengawasi kegiatan Emiten atau perusahaan publik
tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir,
kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai
Komisaris Independen Emiten atau perusahaan

publik pada periode berikutnya; ----------------------
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11.

12.

13.

b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun
tidak langsung pada Emiten pada perusahaan
tersebut; -----------mmm e

c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten
atau perusahaan publik, anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi, atau pemegang saham utama
Emiten atau perusahaan publik tersebut; dan -------

d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan
kegiatan usaha Emiten atau perusahaan publik
tersebut, --------mmmm o e

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau

penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini berlaku bagi
anggota Dewan Komisaris. ==============--cccmmmmmoooooooo-

Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota direksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar

ini  mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan

Komisaris. --=================- -

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan

sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris

tersebut: ------=-----mm

a. Meninggal dunia; -------==-==-==---m -

b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu
putusan pengadilan; atau -------------=-----mmmmmmmo

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
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undangan yang berlaku, dengan memperhatikan
peraturan di bidang pasar modal. ---------------=-----

14. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota
Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS. -----------------

15. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris
lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan
Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus
diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan
puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan
tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal. -------=-====-====-mmmmmmmmou

16. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama
penggantinya belum diangkat atau belum memangku
jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan
menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai
wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai

Komisaris Utama. -------==========-=--mmmmmmmmm oo

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan
bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik
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mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan
memberi nasehat kepada Direksi. ------=====----mmoommmm-
Dalam kondisi tertentu, dewan Komisaris wajib
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya
sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----
Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1

dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit
dan dapat membentuk Komite Audit. --------===-==-----o---
Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap
kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 4
setiap akhir tahun buku. ---------------ccm
Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib
MENYUSUN: === === == == == oo o o e e e e e e e
a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan

Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku. -----------------
b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris

yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris

dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta
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10.

pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan vyang

berlaku. --========m- oo
Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar
ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. ----
Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat
persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan
Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas
tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan
Komisaris. ================-- oo
Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau
bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor
kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau
dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan
berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang
telah dijalankan oleh Direksi. ---==-======---—ccmmmmo
Direksi harus memberikan semua keterangan yang
berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan
oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban
mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi

setelah dilakukan Rapat Direksi. -----------=-=--------c-o---
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11.

12.

13.

14.

15.

Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara
anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. ---------
Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan
Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu
tertentu. ------------m-mm s
Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 10

ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara
dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota
Direksi maka untuk sementara dewan Komisaris
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal
demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau
lebih diantara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan
Komisaris. Dalam hal yang ada seorang anggota Dewan
Komisaris maka segala tugas wewenang yang diberikan
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. —---------
Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu
keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan
untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi
Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan
menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut
telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,
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16.

17.

18.

pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan
sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal
pemberhentian sementara;. ------==---===---mmmmmmmmm oo
Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90
(sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara
itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal
demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat
kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya
berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah
anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu
dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan
seterusnya, dengan terlebih memberikan kesempatan
kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara
tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila
anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut
hadir dalam Rapat yang bersangkutan. ----------------oo---
Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal
ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah
lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak
diselenggarakan, maka pemberhentian sementara
anggota Direksi menjadi batal. ---------------=---mcmceeu
Rapat tersebut pada ayat 14 Pasal ini dipimpin oleh

seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
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19.

20.

Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan
Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat
dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama
tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh
salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota
Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat
dipimpin oleh pemegang saham yang hadir Rapat yang
ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.--------------==---mu--
Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara
tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan,
maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan
kepada yang bersangkutan disertai alasannya. ------------
Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk
sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak
ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk
memberikan wewenang kepada seorang atau Ilebih
anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan
untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta

mewakili Perseroan. --------=-=-=-=--------ommmmmm

--------------- RAPAT DEWAN KOMISARIS ---------------

-------------------------- PASAL 16 ---------=----m-mmmmome-

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu
bilamana dipandang perlu oleh : --------------mommmmmooo oo

a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; --------
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b. Seorang atau lebih anggota Direksi; ------------===-----
c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih

pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10

(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah.----------------ou---
Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang
1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan Dewan Komisaris
wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. --------
Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkap dalam
laporan tahunan Perseroan. -------=======--mmmmmmmmmm e
Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana
dimaksud dalam ayat 2 untuk tahun berikutnya sebelum
berakhirnya tahun buku. -------=--==-- -
Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud
pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta
paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat
diselenggarakan. -----=====-- - m oo
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar
jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada
ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat
paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -------------
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar jadwal
dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris

Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
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10.

tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka anggota
Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang
melakukan  pemanggilan Rapat Dewan Komisaris
berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama. -----------
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan
surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan
tanda terima yang layak atau dengan telegram atau teleks
atau faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis,
pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota
Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
kalender sebelum rapat tersebut diadakan. Apabila semua
anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam
Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu
tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat
diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik
Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat, --------------mm o
Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat Rapat. ------------------cceuou
Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan
Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja
dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota
Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan
Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam

wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil
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11.

12.

13.

keputusan yang sah dan mengikat. -----------==-----cmeuo-
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama
mengetahui Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada
atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat
diketahui oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh
dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam
Rapat tersebut. ----=---===- - -

Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili
dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan
Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa yang
diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa
tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau
alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan
melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik
lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah
dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan
dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat
tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional
secepat mungkin). ---===----mmmm oo
Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara

yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. ------
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14,

15.

Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju

sama berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang

memutuskannya. -=---============mmmmmm s

a.

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya
yang diwakilinya. =--==========m oo e
Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi
dengan cara apapun baik secara langsung maupun
tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu
transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam
mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus
menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat
Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam
pengambilan mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika
Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. --------------
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat

memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani

oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir

dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris,
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16.

17.

18.

19.

tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan. -----
Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai
dengan ketentuan ayat 13 Pasal ini merupakan bukti yang
sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam
Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk

para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak

Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib
dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang
hadir,dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi. ---==========m=mmmmmmmmmmoe o
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua
anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara
tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Dewan Komisaris. ===============mmmmmmm oo
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui cara jarak
jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana

media elektronik lainnya) apabila cara tersebut
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20.

memungkinkan semua peserta saling mendengar atau
melihat dan mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan
persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat
jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan
OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan

perundangan lainnya yang berlaku. -------------------c-o---

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN --

Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum
tahun buku Perseroan dimulai. ---=-===========c-cmmomuo-
Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal
ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -------
Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu)
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember
tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -------=----===----cmuu-
Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan
peraturan-peraturan perundang-undangan yang
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan

Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam
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hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus
diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus
sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak
hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat
diperiksa oleh para pemegang saham sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67,Pasal 68, dan Pasal 82

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan
kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk
diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik
tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS
Tahunan melalui Direksi. -===========--mmmmmmmm oo
Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dengan ketentuan
sebagai berikut : -------------mm
a). Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan
laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) Surat
Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya
berperedaran nasional dan satu beredar atau terbit
di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana
ditentukan oleh Direksi setelah tahun buku berakhir
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal. ---------==----------

b). Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan

75



laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) Surat
Kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya
berperedaran nasional dan satu beredar atau terbit
di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana
ditentukan oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah mendapat pengesahan RUPS sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 68 ayat 4 dan ayat 5 UUPT. --
c). Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang
bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit,
harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 66 ayat 4 UUPT dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------
Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan
setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib
menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani
oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan
tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum
tanggal RUPS Tahunan diadakan dan dapat diperoleh
untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan
tertulis. ==-=======mmmm o e
Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya

kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris
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dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun buku Perseroan berakhir, -----------=--------c-cou--

a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Anggaran Dasar ini. ===============---mmm oo
b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar
disebut RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, diadakan
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk

kepentingan Perseroan. ----==========-mmmmmmomo oo

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali
dengan tegas dinyatakan lain. ----=--===-==-mmmmmmmmm oo

3. RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak
mengambil keputusan. ------===--mm-mmmm o

4. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS
lainnya atas permintaan pemegang saham dengan
memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 Pasal ini, dan
permintaan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kepada
Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. ----------

5. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: -------------

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal
17 Anggaran Dasar ini. ============---mmmmmmmmme -

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan

mempunyai saldo laba yang Positif. -------------------
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C. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di

-Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a,b
dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal
lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam
rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. ----------
Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali
perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana
lainnya. ========mmmm e e

Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang

1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah, dapat meminta agar
diselenggarakan RUPS.------===-==-mmmmmmmmmmmmoo

2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada
Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. --

3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana

dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: --------------

78



10.

11.

a. dilakukan dengan itikad baik; ---------=--=--------
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
c. merupakan permintaan yang membutuhkan

keputusan RUPS; =-========mm oo
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal

yang harus diputuskan dalam RUPS; dan ---------
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. -------

Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 diterima Direksi. --============mmmmm -
Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pemegang saham
dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan
RUPS kepada Dewan Komisaris. =--=-============---mcmmmuuuuo
Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang
dimaksud pada ayat 5 diterima Dewan Komisaris. --------
Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 di atas, Direksi atau

Dewan Komisaris mengumumkan : -----==-=-===-=----——-——-
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12.

13.

14.

a. Terdapat permintaan penyelengaraan RUPS dari

pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) Pasal ini, ===========mm oo
b. Alasan tidak diselengarakannya RUPS. ----------------
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima
belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelengaraan
RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam ayat 8 dan ayat 10 di atas. ----------------------oo---
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 bagi

Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional; --------==---==-mmmmmmmmmme oo
b. Situs Bursa Efek; dan ------==---===---mmmmmmm oo
c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan
Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang
digunakan paling kurang bahasa inggris. --------------
Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 7 bagi
Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek
paling kurang melalui : ----===========- oo
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional; -------==----=----mmmmmmmooe
b. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan
Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang

digunakan paling kurang bahasa Inggris. --------------
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15.

16.

17.

18.

19.

Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf c dan ayat 10
haruf b wajib memuat informasi yang sama dengan
informasi dalam pengumuman yang menggunakan
bahasa Indonesia. --=-==========-=c-mmmo oo
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang
diumukan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan
dengan bahasa Indonesia maka Informasi yang digunakan
sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia. -
Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9
huruf a dan ayat 10 huruf a beserta salinan surat
permintaan penyelengaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
PENGUMUM@N, == === == === o oo e e e e e e e e
Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan
Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6,
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
dapat mengajukan permintaan diselengarakannya RUPS
kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan
pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----------------
Pemegang saham vyang telah memperoleh penetapan
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat 14 wajib : ----------------mm -

a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan
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20.

diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan
risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. ------------
Melakukan pemberitahukan akan diselenggarakan
RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman bukti
pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman
ringkasan RUPS atas RUPS yang diselenggarakan
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. ----------===-----u--
Melampirkan dokumen yang memuat nama
pemegang saham serta jumlah kepemilikan
sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS
dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas kepada
Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan

RUPS tersebut. ---------=--------ommmmmmmm oo

Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS
jika permintaan penyenggarakannya RUPS dipenuhi oleh
Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh

pengadilan. -----=========m=-mmm oo

RUPS Tahunan harus diadakan setiap tahun sekali,
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2.

selambat-lambatnya dalam bulan Juni. ------------===------

Dalam RUPS Tahunan tersebut : ------------=-----mcmcuomm

a.

Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah
diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan
(mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan Utama
Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal. ---

. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. ----------------

Dilakukan penunjukan akuntan publik atau
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/

atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik. -----------

. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para

anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan
Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya
anggota Dewan Komisaris, Gaji, Uang Jasa dan
tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada)
ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan
wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham

dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----------

. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan

secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan
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tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

3. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukan usul-
usul yang diajukan oleh : ---====-=——mmm oo
a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang
saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang

telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang

b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima
oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan

RUPS Tahunan. ===========-mo oo oo

4, Pengesahan Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan
oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan
Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan,

penipuan dan tindakan pidana lainnya. ---------------------

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan
bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris,
atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang
saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)

bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
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1. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS. ----------------
(1).RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara
Republik Indonesia. =================mmmm oo
(2).Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu
penyelenggaraan RUPS. -------=----mmmmmmmmmmm oo
(3).Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud pada Pasal 21 ayat 1 angka (1) dan (2)

wajib dilakukan di: --------=-=--------mmm oo

a. Tempat kedudukan Perseroan; ----------------------
b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha
utamanya; ---------=-=----- -
c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau
tempat kegiatan usaha utama Perseroan; ----------
d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana

saham Perseroan dicatatkan. ------------------------

2. Pemberitahuan RUPS. ----=---=---c-mommmmmom oo
(1).Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu
menyampaikan pemberitahukan mata acara rapat
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima)
hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak

memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -------
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(2).Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
Pasal ini ayat 2 angka (1) wajib diungkapkan secara
jelas dan rinCi. ============ = m -

(3).Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat
sebagaimana dimaksud pada Pasal ini ayat 2 angka
(2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata
acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat pada saat pemanggilan RUPS. --------------mu--

Ketentuan Pasal ini ayat 2 angkat (2) mutatis mutandis

berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh

pemegang saham yang telah memperoleh penetapan
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 Anggaran Dasar ini. ----

Pengumuman RUPS. ------------mmmmmmm o

(1).Perseroan wajib melakukan Pengumuman RUPS
kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal
pemanggilan.--------====-=-----mmmmmm oo

(2).Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada

angka (1) paling kurang memuat :----------------------

a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir
dalam RUPS. ========-mmm oo oo

b. Ketentuan pemegang saham vyang berhak
mengusulkan mata acara rapat. --------------------

c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan ---------------
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d. Tanggal pemanggilan RUPS; ----------==-----cmuuo-
(3).Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat 15, selain memuat hal yang disebut pada
angka (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud
pada angka (1) wajib memuat informasi bahwa
Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya
permintaan dari pemegang saham. ---------------mmuumuu-

(4). Pengumuman RUPS kepada pemegang saham
sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) bagi
Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek
paling kurang melalui : -===-========-mmm e
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional;----------==---=--mmmmmmmn-

b. Situs web Bursa Efek; dan -------==----=—--ommmmmmuo-
c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan
Bahasa Asing, dengan ketentuan bahas asing yang

digunakan paling kurang bahasa Inggris; -------------

(5).Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 angka (4) huruf c
dan angka (5) huruf b wajib memuat informasi yang
sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang
menggunakan Bahasa Indonesia. -------========--mcouuuu--

(6).Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang

diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana
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dimaksud dalam angka 6, informasi yang digunakan
sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
(7).Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada
angka (4) huruf a wajib disampaikan Kepada Otoritas
Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setalah
pengumuman RUPS; ----------mmmmm oo
(8).Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan
pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (7) juga
disertai dengan salinan surat permintaan
penyelenggaraan RUPS diselenggarakan dimaksud dalam
Pasal 18 ayat 15. ------===- - mmmm e
(9).Ketentuan angka (4) Pasal ini mutatis mutandis berlaku
untuk  pengumuman  penyenggaraan RUPS oleh
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan
pengadilan  untuk  meyelenggarakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15, --------------cmomoomum
Mata Acara Rapat ; ----========---mm o
(1).Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara
rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. ---------------
(2).Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata
acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1
adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara. --------------

88



(4).

(5).

(3).Usulan Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 harus : ---=-==--- e
a. Dilakukan dengan itikad baik; ---------==--==--mcu-ux
b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -------
c. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara

rapat; dan ------------------mmmmm
d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan; -----========-===--m-mmmmmm oo

Usulan mata acara rapat dari pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan mata
acara yang membutuhkan keputusan RUPS; -------------
Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat
dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada
ayat 4 dalam mata acara rapat yang dimuat dalam
pemanggilan. ---=--=-=========-----mmmmm oo
Pemanggilan RUPS ; ----------=-----mmommmmommm oo
(1).Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada

pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu)

hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan

tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. ---------------
(2).Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada
angka (1) paling kurang memuat informasi; -----------

a. Tanggal penyelenggaraan RUPS ; -------------=--------

O

. Waktu penyelenggarakan RUPS ; ----------------------
c. Tempat penyelenggaraan RUPS ; ----------------------

d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
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(3).

e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap
mata acara tersebut; dan ----------------mmmmmmmmm o
f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara
rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan
RUPS diselenggarakan; ------=========m-mmmmmmmmmmmoe oo
Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada angka (1) bagi Perseroan
yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang
melalui: -==-======m e e
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional; --------====-==--mmmmmmmmmme oo
b. Situs web Bursa Efek ; dan -------==----—--ommmmmmme o
c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan
bahasa asing. Dengan ketentuan bahasa asing yang

digunakan paling kurang bahasa inggris; --------------

(4).Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing

(5).

sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf c wajib
memuat informasi yang sama dengan informasi dalam
RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. -------------
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada
pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada
pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) informasi yang digunakan

sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia;
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(6)

(7).

. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada
angka (4) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
pemanggilan RUPS. -------==--mmm oo
Ketentuan Pasal 21 angka 6 mutatis mutandis berlaku
untuk pemanggilan penyelenggarakan RUPS oleh
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15. -------==----mmmmmmommmm
Bahan Mata Acara Rapat ; -------==--==-----m -
(1).Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat
bagi pemegang saham; -------=---==-—-mmmmmmmmm o
(2).Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada
angka (1) wajib bersedia sejak tanggal dilakukannya

pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan

(3).Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan
lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata
acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada angka (2), penyediaan bahan mata
acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan lain tersebut; --------------------

(4).Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana
dimaksud pada angka (2) dapat berupa salinan
dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. --

(5).Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada

91



angka (4) diberikan secara cuma-cuma dikantor

Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang

(6).Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud
pada angka (4) dapat diakses atau dituduh melalui
situs web Perseroan. -------==----=--commmmmmmeooo e

(7).Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,

daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib

bersedia : --=-=======mmmm oo

a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat

pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan

b. Pada waktu Ilain selain waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada
saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur

dalam peraturan perundang-udangan. -------------

Ralat Pemanggilan RUPS -----------—mmmmmmmmm e
(1).Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS
jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan
RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal Pasal 21 ayat 6 angka (2)------------------
(2).Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana
dimaksud pada angka (1) memuat informasi atas

perubahan tanggal penyenggaraan RUPS dan/atau
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penambahan mata cara RUPS, Perseroan wajib
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara

pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21

(3).Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang
RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak
berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai
perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS
dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan
bukan karena kesalahan Perseroan. ------=--===-=-------

(4).Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan
Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka (3)
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari
yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. ---------

(5).Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6
angka (3), (4) dan angka (7) mutatis mutandis
berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan
penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----------------

9. Pemanggilan RUPS Kedua -----------=-=-=------mcocomoo -
(1).Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan
ketentuan: ----------------------mm
a. Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS

Kedua dilangsungkan. -----=====-==-=---m-momomomomo
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10.

11.

b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus
menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan
dan tidak mencapai kourum kehadiran. ------------

c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat
21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama

dilangsungkan. -----=--==--=-=----mmmmmmm oo

(2).Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6
angka (3) sampai dengan angka (7) dan Pasal 21 ayat

9 mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS

Pemanggilan RUPS Ketiga -------=--=======mmmmmmmmmm oo
Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan : --
a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. ----------------
b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kourum
kehadiran. --=-=========--mommomm e
Hak Pemegang Saham ----------=—=——— -
(1).Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS
dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; Ketua Rapat berhak meminta
agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham

diperhatikan kepadanya pada waktu Rapat diadakan; --
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(2).Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam
daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja
sebelum pemanggilan RUPS. ------------mmmmmmmmmmm oo

(3).Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), pemegang saham
yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang
saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat
pemanggilan RUPS. -------==-mmmm oo

(4).Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham
berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan
bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak

bertentangan dengan kepentingan Perseroan. ----------

12. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS. -----==--==---mmoccmmmmm
Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat

mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara

1. Pimpinan RUPS. ---------=-=-mmmmmm oo oo
(1). RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang

ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -=----=======-==cc-uuuu-
(2). Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak

hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh
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(3).

(4)

(5).

(6).

(7).

salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Direksi. =========mm = mm o o e e e e e
Dalam hal anggota Dewan Komisaris atau anggota
Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir
sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 angka 1 ayat
(1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan
oleh peserta RUPS. —--=---==-mmmmmmmmmm oo
Dalam hal Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai
benturan kepentingan dengan mata acara yang akan
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh
anggota Dewan Komisaris lainnya vyang tidak
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh
Dewan Komisaris. ------===========---=---momommmmm -
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin
oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Direksi. ============mmm oo
Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk
oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai
benturan kepentingan atas mata acara yang akan
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan
kepentingan. ------------——- - -

Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai
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(8).

benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah
seorang pemegang saham bukan pengendalian yang
dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang
hadir dalam RUPS. ------==---m oo -
Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang
hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam

RUPS tersebut.------------=-------cmcomomomm

Tata Tertib RUPS. -----======-=-commmomomomm oo

(1).

(2).

(3).

Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus
diberikan kepada pemegang saham yang hadir. ------
Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud
pada angka (1) harus dibacakan sebelum RUPS
dimulai. =========== == m e e
Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib
memberikan penjelasan kepada pemegang saham
paling kurang mengenai : --------=========--mmmmmmmmmo
a. Kondisi umum Perseroan secara singkat. -----------
b. Mata acara rapat. --------=--------mm o
c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata

acara rapat; dan --------------mmmmm oo
d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau

penadapat. ----------mmmmmmm oo oo oo

Risalah RUPS dan Ringkasan RUPS. ----------=--------------

(1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan

risalah RUPS. -----------------c-momomm -
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(2).

(3).

(4).

(5).

(6).

Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh
pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang

pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta

Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22
ayat 3 angka (2) tidak disyaratkan apabila RUPS
tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS
yang dibuat oleh notaris. ------======---mmmm e
Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat 3 angka (1) wajib disampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah RUPS diselenggarakan. ------=======--mmmmmeumu
Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS
sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 3 angka
(4) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib
disampaikan paling lambat pada hari kerja
berikutnya. ------=====--—--m o
Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat 3 angka (1) wajib memuat
informasi paling kurang : -----==--====—mmmmmmmm oo
a. Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu

pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS. --------
b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

yang hadir pada saat RUPS. -------------cecme-
c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang

hadir pada saat RUPS dan persentasinya dari
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(7).

jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara
yang sah. --=-======mmmmm oo
Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapatan terkait mata
acara rapat. -------=-mmm e
Jumlah pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara rapat, jika pemegang saham
diberikan kesempatan. ---------=----mmmmmmmmm oo
Mekanisme pengambilan keputusan RUPS. --------
Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah
suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak
memberikan suara) untuk setiap mata acara
rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara. ---------=======------m-
Keputusan RUPS; dan ----------------ommmmmmmm o
Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada
pemegang saham yang berhak, jika terdapat
keputusan RUPS terkait dengan pembagian

dividen tunai. ---------=-==-==-----mmmmm oo

Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada
Pasal 22 ayat 3 angka (6) bagi Perseroan yang
sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib diumumkan

kepada masyarakat paling kurang melalui : -----------

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
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(8).

(9).

(10).

berperedaran nasional; ---------====----mmmmmmmmm-
b. Situs web Bursa Efek; dan --------=---------omuu-
c. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan

Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing

yang digunakan paling kurang bahasa inggris. ---
Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada
Pasal 22 ayat 3 angka (6) bagi Perseroan yang
sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek, wajib
diumumkan kepada masyarakat paling kurang
melalui:=-========m oo
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia

berperedaran nasional; ---------==--=-=-mmmmmmmmome
b. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan

bahas asing, dengan ketentuan bahasa asing

yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. ---
Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa
asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 3
angka (7) huruf (c) dan Pasal 22 ayat 3 angka (8)
huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan
informasi dalam ringkasan risalah RUPS vyang
menggunakan bahasa Indonesia. —---------------------
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi
pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing
dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam
Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada

Pasal 22 ayat 3 angka (9), informasi yang digunakan
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sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. --------------
(11).Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana
dimaksud pada Pasal 22 ayat 3 angka (7) dan Pasal
22 ayat 3 angka (8) wajib diumumkan kepada
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
RUPS diselenggarakan. -----==========-mmmmmmmmm oo
(12).Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS
sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 3 angka
(7) huruf a dan Pasal 22 ayat 3 angka (8) huruf a
wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumukan. --
(13).Ketentuan Pasal 22 ayat 3 angka (4) dan Pasal 22
ayat 3 angka (5) serta Pasal 22 ayat 3 angka (7),
angka (8), angka (11), dan angka(12), mutatis

mutandis berlaku untuk : -------------------couo-—-

a. Penyampaian kepala Otoritas Jasa Keuangan atas
risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang
diumumkan; dan -----=-=====- - - -

b. Pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham
yang telah memperoleh penetapan pengadilan
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3. ----------------
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1. Keputusan RUPS. -=========mmm oo e e e
(1). Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. --------=----mmm
(2). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23
ayat 1 angka (1) tidak tercapai, keputusan diambil
melalui pemungutan suara. --------=========----mmommu
(3). Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara
sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 angka
(1) wajib dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
RUPS. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak
setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang
harus dilakukan undian, jika mengenai hal-hal maka

usul harus dianggap ditolak. --------=-------=-----o----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan. ----------------
(1).Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk
mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS

dilakukan dengan mengikuti ketentuan: ----------------

(a). RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili, kecuali perundang-undangan dan/atau
Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah
kuorum yang lebih besar. -------==-----ccmmmmme -

(b). Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada
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angka (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
berhak mengambil keputusan, jika dalam RUPS
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perseroan

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. ---

(2).Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka
(1) dan angka (2) adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali
undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan
menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh
jumlah suara setuju yang lebih besar. ------------------

(3).Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 2 angka
(1) dan angka (2) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari sasham dengan hak suara yang
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas

permohonan Perseroan. -------==========--mmmmmmmooooo-

3. Khusus mengenai Kuorum Kehadiran dan Kuorum
Keputusan RUPS untuk mata acara : -----------===---oo-m--

-Mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih
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dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang
berkaitan satu sama lain maupun tidak; dan ---------------
-Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; --
-Dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : ------------
(1).RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah. -----=----==---mmmmmmmmmoe
(2).Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka
(1) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga
per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS. -------=----=--mmmommmoom
(3).Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka
(1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika RUPS dihadir oleh pemegang saham
yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

(4).Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 3/4 ( tiga per empat) bagian dari seluruh

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ----
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4,

(5).Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
sebagaimana dimaksud pada angka (4) tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
Perseroan. -------======-=—---mmmmmm e

Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk

mata acara : —-----== === m e e e

(1).RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh
pemegang saham Independen yang mewakili lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh
pemegang saham Independen. ---------===---mmmcmmoemmm

(2).Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka
(1) adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham
Independen yang mewakili lebih dari 2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah vyang dimiliki oleh pemegang saham
Independen. —---======-mmmmm oo

(3).Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka
(1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang

saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
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5.

per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang
saham Independen. --------=====--mmmmm oo
(4).Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
saham vyang dimiliki oleh pemegang saham
Independen yang hadir dalam RUPS. ------------cmuumm-
(5).Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
sebagaimana dimaksud pada angka (4) tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham Independen dari saham
dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas
permohonan Perseroan. ------===========-mmmmmmmmm oo
(6).Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh
pemegang saham Independen yang mewakili lebih
dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh
pemegang saham Independen yang hadir. -------------
(7).Pemegang saham yang mempunyai benturan
kepentingan dianggap telah memberikan persetujuan
yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh
pemegang saham Independen yang tidak mempunyai
benturan kepentingan. ---------------mmmm oo
Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh

pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang
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dimilikinya dan tiap saham memberikan hak kepada
pemilikannya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara serta
pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada
lebih dari seorang kuasa untuk sebagaian dari jumlah
saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5
dikecualikan bagi : =-===========mmm e e
(1).Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagi

Kustodian yang mewakili nasabah-nasabah pemilik

saham Perseroan. -------=======-=-mmm oo
(2).Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa

Dana yang dikelolahnya. -==--========-mmmmmmmm oo
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai
hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang
saham vyang hadir dalam Rapat vyang Dberhak
mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal
lain harus secara lisan kecuali jika (para) pemegang
saham yang bersama-sama atau masing-masing sedikit-
dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham
Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan
suara secara tertulis dan secara rahasia. -------------------
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat,

namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak
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10.

11.

dihitung dalam pemungutan suara. ----------=====-----oo---
Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham
selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS
harus memenuhi syarat sebagai berikut : ------------------
(1).Hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu

acara RUPS yang bersangkutan, dan -------------------
(2).Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih

pemegang saham yang secara bersama-sama

mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah

seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. --
Keputusan mengenai pengurangan modal harus
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua)
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan
atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan
dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat
7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang
PENGUIANG@N, ======== == === oo oo oo e e e e e

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti

tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
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telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo
laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya
yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----------------mcuu--
Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan
penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud
Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh
RUPS, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang
saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan
mempunyai saldo laba positif., -===-=======----mmmmmmmmme
Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan
pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan
pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang
berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan
pembagian dividen tunai. --------==-----mmmm o
Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil
dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu
pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu
saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang
RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen
diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi
kepada semua pemegang saham. Pasal 21 berlaku secara

mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. -------------
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Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
dimasukan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun
buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba
selama kerugian yang dicatat dan dimasukan dalam
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup
seluruhnya. =========mmmm oo
Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil
dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk
dibayarkan, dimasukan ke dalam dana cadangan yang
khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana
cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang
saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5
(lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas
dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu
10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan
persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen
interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan
ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan
diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan
berdasarkan keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku dibidang Pasar Modal. ------===-=====----mmmmmmmmmemm
8. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran
dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus,

RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan
ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi
dan dengan mengindahkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. -==-========-mmmmm e

2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah
modal ditempatkan dan disetor dan hanya boleh
dipergunakan untuk menutup kerugian vyang tidak
dipenuhi oleh dana cadangan lain. ------==-----—cccmmmmu-

3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20%
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -------

4. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25
ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian
dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 25 ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan
oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang

tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh
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persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dam memperhatikan

peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba . -

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan
UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal. ------------===------
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Dasar ini. ==============m-mmm oo
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta
notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----==-======--c--uu--
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang
menyangkut perubahan nama dan tempat kedudukan,
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan
modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan
status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -------
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-
hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut mulai
berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri
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Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 UUPT. -----
Perubahan Anggaran Dasar vyang perlu mendapat
persetujuan maupun yang cukup diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan
Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka
waktu berdirinya Perseroan, diputuskan oleh RUPS yang
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling
kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS, Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus
dibuat bahasa Indonesia. ----==========--c-ommmmo e
Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat 3 di atas tidak tercapai, RUPS kedua
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat 4 di atas tidak tercapai, maka RUPS
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ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan

Perseroan. ------======mmmmmmmm oo

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan
hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum
Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang
saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling
kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan
keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.------------
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua
dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri
oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
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dan keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga per
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS. ------====--—mmmmmm oo
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan
Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan

Perseroan. ------=-=======-mmmmmmm oo

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan diatur di
dalam peraturan perundangan di bidang pasar modal,

Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundangan

1. Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham
atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan
kepada RUPS. ~--=====r=mcccmmmmmmmccccccc o cc oo m oo e e e

2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan
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hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum
Pemegang Saham vyang dihadiri oleh pemegang
saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling
kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan
keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. ------------
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua
dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri
oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
dan keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga per
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS. ------==-----mmmmmm oo
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan
Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan

oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
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Perseroan. -------====-====----mmmmm e
Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan
RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan
penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh
likuidator. =========== oo oo
Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam
keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat 2 tidak menunjuk likuidator. ---------
Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. ------------
Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan
dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar
ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan
usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan
dibubarkan dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. ---------==-----cccuuuuu
Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta
pendirian beserta perubahannya di kemudian hari, tetap
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan
likudasi oleh RUPS, dan diberikannya pelunasan dan
pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. ----------
Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para

pemegang saham yang masing-masing akan menerima
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bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang
telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka
miliki masing-masing. --------======- = m o
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi
dan Berakhirnya Status Badan Hukum diatur di dalam
peraturan perundangan di bidang pasar modal, Otoritas
Jasa Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya yang

berlaku. -==-===========----mmmmm e

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham
dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar
Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham

saham Perseroan dicatatkan. ----------------------cmcmco

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang
Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan-
peraturan yang berlaku.-----=---==---ommmm oo
Akhirnya penghadap bertindak  dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : ------------
1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang
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tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham : -
a. Perseroan Terbatas -----------

PT. SELIS INVESTAMA

INDONESIA sebanyak

1.425.000.000 (satu miliar

empat ratus dua puluh lima

juta) saham dengan nominal

seluruhnya tujuh puluh satu

miliar dua ratus lima puluh

juta Rupiah......cccoovviiiinnnn. Rp. 71.250.000.000,-
b. Tuan TJOA KING HOA

sebanyak 75.000.000 (tujuh

puluh lima juta) saham

dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar tiga miliar

tujuh ratus lima puluh juta

Rupiah.....cooiiiiiiiiiiiiee Rp. 3.750.000.000,-

- sehingga seluruhnya berjumlah 1.500.000.000 (satu miliar
lima ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
adalah sebagai berikut : ----------------mom oo
DIREKSI : -——-------~——————r—m—mem e m e e e e

- Direktur Utama ----- : Tuan EDI HANAFIAH KWANTO,
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- Direktur

120

lahir di Palembang, pada tanggal
dua puluh satu April seribu
sembilan ratus delapan puluh
lima (21-04-1985) Warga
Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Provinsi
Banten, Kampung Cikoneng
Baru, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 002, Kelurahan
Gandasari, Kecamatan ----------
Jatiuwung, Kota Tangerang,
pemegang Nomor Induk
Kependudukan -------------------

(NIK) : 3671022104850006. ----

: Tuan WILSON, lahir di Medan,

pada tanggal tiga November
seribu sembilan ratus delapan
puluh dua (03-11-1982), Warga
Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,
Apartemen The Villas White
House Nomor 11 MOI, Rukun
Tetangga 012, Rukun Warga

019, Kelurahan Kelapa Gading



Barat, Kecamatan Kelapa
Gading, Kota Jakarta Utara,
Pemegang Nomor Induk
Kependudukan ---------====------
(NIK) : 1271200311820001 ---
- Direktur ------------- : Tuan WILSON, lahir di Medan,
pada tanggal enam Agustus
seribu sembilan ratus delapan
puluh delapan (06-08-1988),
Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Gading Resort Residences E/15
Nomor 20, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 019, Kelurahan
Kelapa Gading Barat,
Kecamatan Kelapa Gading, Kota
Jakarta Utara, pemegang Nomor
Induk Kependudukan ------------

(NIK) : 127101068880004. ----

DEWAN KOMISARIS : ~-=====--=eece e e
Komisaris Utama ----- : Tuan TJOA KING HOA, lahir di
Kayuagung, pada tanggal

sembilan belas Oktober seribu
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- Komisaris Independen
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sembilan ratus lima puluh
delapan (19-10-1958) Warga
Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Jalan Janur Elok 7 Blok Q I-2
Nomor 1, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 011, Kelurahan
Kelapa Gading Barat, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta
Utara, pemegang Nomor Induk
Kependudukan ---------==--==----

(NIK) : 3173051910580004.----

: Tuan Insiyur HADI AVILLA

TAMZIL, lahir di Bandung, pada
tanggal dua puluh Oktober
seribu sembilan ratus enam
puluh dua (20-10-1962), Warga
Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Jalan Cempaka III Nomor 2,
Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 011, Kelurahan Bintaro,

Kecamatan Pesanggrahan, Kota



Jakarta Selatan, pemegang
Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 3174062010620004.---
-Dari segala sesuatu yang disebut diatas sebagai buktinya. -----
-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya
akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan
tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya,
Notaris. ===========mm oo e
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---------------------
---------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -----------ommom-
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan
dihadiri oleh @ ======= == m oo e
1. Nona SUSAN KRISTIN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada
tanggal dua belas September seribu sembilan ratus sembilan
puluh (12-09-1990), Warga Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Jalan Pemuda I Nomor 33, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan
Pulogadung, Kota Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 3175025209900009. ----------=-=-----
2. Nona RAMADHANI DWI WENDARSARI, Ahli Madya, lahir di
Jakarta, pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus
sembilan puluh (13-04-1990), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan

Alamanda II Blok J-5 Nomor 15, Rukun Tetangga 008, Rukun
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Warga 007, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa
Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Nomor Induk

Kependudukan (NIK) : 3603285304500003.

~untuk sementara berada di Jakarta. --- -

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------
-Mengingat akia ini sudah dibahas oleh para pihak sebagaimana
mestinya, maka pembacaan hanya dilakukan secara garis
besarnya atau resumenya oleh saya, Notaris kepada penghadap
dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatanganilah akta ini

oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

“-Selanjutnya penghadap membubuhkan cap ibu jari kanannya

pada lembar tersendiri, dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi,

yang dilekatkan pada minuta akta ini.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-------=------cccceeuueo-

-Minuta akia ini telah ditandatangani dengan sempuma. --———--

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----=-=-ccccceeex -

! NOTARIS DI JAKARTA

72780~

RAHAYU NINGSIH, SH
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